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BUPATI BANGKA TENGAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 
 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH 
NOMOR  29  TAHUN 2025 

 
TENTANG 

 

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 
BUPATI BANGKA TENGAH, 

 

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri harus 
sesuai dengan mekanisme dan memenuhi kaidah 

pengelolaan keuangan daerah serta dilaksanakan dengan 
prinsip tertib, efesien, efektif, kewajaran, transparan, dan 
bertanggung jawab; 

 
b. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan 

Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga 

Satuan Regional dan untuk menyesuaikan dengan 
perkembangan kebutuhan hukum, maka Peraturan 

Bupati Bangka Tengah Nomor 45 Tahun 2024 
tentangPerjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat 
Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Non 

Aparatur Sipil Negara, perlu dicabut; 
 

c. bahwa perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan 

standar harga satuan regional yang digunakan dalam 
perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dengan berpedoman pada Peraturan 
Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga 
Satuan Regional; 

 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri; 

 
 
 



 

 2 

 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000  
Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4033); 
 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten 
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten 

Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4268); 
 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang         
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

 
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

 
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia     
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6897); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 6322); 
 

11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105); 
 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020        

Nomor 1781); 
 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016       

Nomor 240) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 
2023 Nomor 315); 
 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 
Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah 
Tahun 2021 Nomor 291); 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI. 

 

 
 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati        

Bangka Tengah. 
5. Pejabat Daerah adalah unsur Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten           

Bangka Tengah. 
6. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 

7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangka Tengah. 
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Daerah. 

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja dan calon aparatur sipil negara yang 

diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi 
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi 
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 
10. Pihak Lain adalah orang perorangan Warga Negara 

Indonesia selain Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD 

dan anggota DPRD dan Pegawai ASN di lingkungan 
Pemerintah Daerah yang ditugaskan oleh pejabat yang 

berwenang untuk menghadiri atau melaksanakan 
kegiatan tertentu. 

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati        

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Bangka Tengah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
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12. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah. 
13. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

selanjutnya disebut anggota DPRD adalah Anggota DPRD 

Kabupaten Bangka Tengah. 
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat 

UPTD adalah unit yang melaksanakan tugas teknis 
operasional dan/atau penunjang tertentu di lingkungan 
dinas atau badan. 

15. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut 
Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas Jabatan yang 

dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, dan 
Pihak Lain ke luar Tempat Kedudukan yang dilakukan 
dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan 

Negara/Daerah. 
16. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB 

adalah pengguna anggaran/Kuasa pengguna anggaran 

atau pejabat yang diberi wewenang oleh pengguna 
anggaran/Kuasa pengguna anggaran untuk 

melaksanakan kewenangan/sebagian kewenangan dan 
tanggung jawab penggunaan anggaran pada Perangkat 
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten          

Bangka Tengah. 
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh 
pengguna anggaran/Kuasa pengguna anggaran untuk 
mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat 

mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

18. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah dasar 

pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, 
Pejabat Daerah, ASN, dan Pihak Lain di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. 
19. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD 

adalah surat perintah untuk melaksanakan perjalanan 

dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang, 
sebagai akibat dikeluarkannya Surat Tugas. 

20. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pejabat Daerah, 

ASN, dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan 
Dinas. 

21. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung 
terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan 

sekaligus. 
22. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan 

bukti pengeluaran yang sah atau at cost. 
23. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya 

Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil 

berdasarkan ketentuan yang berlaku. 
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24. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/Perangkat 

Daerah di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 

25. Tempat Tujuan adalah tempat/kabupaten/kota yang 
menjadi tujuan Perjalanan Dinas. 

26. Paket Fullboard adalah paket kegiatan rapat atau 

pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari 
penuh dan menginap. 

27. Paket Fullday adalah paket kegiatan rapat atau 
pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 

(delapan) jam tanpa menginap. 
28. Paket Halfday adalah paket kegiatan rapat 

ataupertemuan yang diselenggarakan di luar kantor 

minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. 
29. Paket Residence adalah paket kegiatan rapat atau 

pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 
12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. 

 

 
 

BAB II 
RUANG LINGKUP  

 

Pasal 2 
 

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai 
pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas 
Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, dan 

Pihak Lain, yang meliputi: 
a. Perjalanan Dinas biasa yang merupakan Perjalanan Dinas 

melewati batas wilayah Daerah; 

b. Perjalanan Dinas dalam Daerah yang merupakan 
Perjalanan Dinas di dalam wilayah Daerah; dan 

c. Perjalanan Dinas paket pertemuan (meeting) yang 
merupakan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti 
rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di 

dalam wilayah Daerah dan/atau di luar wilayah Daerah 
yang diselenggarakan di dalam hotel/penginapan. 

 
 
 

BAB III 
PRINSIP PERJALANAN DINAS 

 

Pasal 3 
 

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan 
prinsip sebagai berikut: 
a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi 

dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
pemerintahan; 
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b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian 

kinerja Perangkat Daerah; 

c. efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan belanja Daerah; 
dan 

d. transparansi dan akuntabilitas pemberian perintah 

pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya 
Perjalanan Dinas. 

 
 
 

BAB IV 
KEWENANGAN MENGELUARKAN 

ST DAN SPD 
 

Bagian Kesatu 

ST 
 

Pasal 4 

 
(1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, danPihak Lainyang 

akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus terlebih 
dahulu mendapat persetujuan dari atasan kecuali bagi 
Bupati/Penjabat Bupati/Pelaksana Tugas Bupati, dan 

Ketua DPRD/Ketua DPRD sementara. 
 

(2) Perjalanan Dinas oleh Pelaksana SPD yang dilakukan 
sesuai perintah atasan sebagaimana dimaksud pada       
ayat (1), tertuang dalam ST. 

 
(3) Pejabat yang mengeluarkan dan menandatangani ST 

ditetapkan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai 

berikut: 
a. Bupati/penjabat Bupati/pelaksana tugas Bupati 

untuk: 
1. Bupati/penjabat Bupati/pelaksana tugas Bupati; 
2. Wakil Bupati; 

3. jabatan pimpinan tinggi pratama/pelaksana tugas 
jabatan pimpinan tinggi pratama; dan 

4. jabatan administrator/pelaksana tugas administrator 

yang memegang jabatan kepala Perangkat Daerah 
atau camat. 

b. Ketua DPRD/pelaksana tugas Ketua DPRD/Ketua 
DPRD sementara untuk: 
1. Ketua DPRD/pelaksana tugas Ketua DPRD/Ketua 

DPRD sementara; 
2. Wakil Ketua DPRD; dan 

3. Anggota DPRD. 
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c. Sekretaris Daerah/Penjabat Sekretaris Daerah/ 

pelaksana tugas Sekretaris Daerah untuk: 

1. jabatan administrator/pelaksana tugas 
administrator, jabatan pengawas/pelaksana tugas 
pengawas, jabatan pelaksana/fungsional dan Pihak 

Lain pada Sekretariat Daerah; dan 
2. ASN di Perangkat Daerah lain dalam hal Kepala 

Perangkat Daerah yang bersangkutan berhalangan 
sementara. 

d. kepala Perangkat Daerah/pelaksana tugas/pelaksana 

harian Kepala Perangkat Daerah untuk jabatan 
administrator/pelaksana tugas administrator, jabatan 

pengawas/pelaksana tugas pengawas, jabatan 
pelaksana/fungsional dan Pihak Lain di lingkungan 
Perangkat Daerah yang dipimpinnya, termasuk 

kelurahan. 
e. khusus Perjalanan Dinas dalam Daerah: 

1. Sekretaris Daerah/Penjabat Sekretaris Daerah/ 

pelaksana tugas Sekretaris Daerah untuk: 
a) jabatan pimpinan tinggi pratama/pelaksana tugas 

pimpinan tinggi pratama; dan 
b) jabatan administrator/pelaksana tugas 

administrator yang memegang jabatan kepala 

Perangkat Daerah atau camat. 
2. camat/pelaksana tugas camat untuk: 

a) camat/pelaksana tugas camat; dan 
b) jabatan administrator /pelaksana tugas 

administrator, jabatan pengawas/pelaksana tugas 

pengawas, dan pelaksana pada kecamatan yang 
dipimpinnya, termasuk kelurahan. 

3. kepala UPTD/pelaksana tugas kepala UPTD untuk: 

a) kepala UPTD/pelaksana tugas kepala UPTD; 
b) jabatan pengawas/pelaksana tugas pengawas; dan 

c) jabatan pelaksana/fungsional pada UPTD. 
4. kepala sekolah/pelaksana tugas kepala sekolah 

untuk: 

a) kepala sekolah/pelaksana tugas kepala sekolah; 
b) guru; dan 
c) jabatan pelaksana/fungsional. 

f. khusus Perjalanan Dinas dalam Provinsi dalam Pulau 
Bangka kecuali Kabupaten Belitung dan Kabupaten 

Belitung Timur, Sekretaris Daerah/Penjabat Sekretaris 
Daerah/Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah untuk 
Kepala Perangkat Daerah/Pelaksana Tugas Kepala 

Perangkat Daerah. 
 

(4) Kewenangan penerbitan ST sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), dapat didelegasikan kepada pejabat yang 
ditunjuk berdasarkan penunjukan secara tertulis. 

 
 
 



 

 9 

 

 
(5) ST sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar 

penerbitan SPD. 

 
(6) Dalam penerbitan SPD, Pyb menetapkan biaya Perjalanan 

Dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk 

melaksanakan Perjalanan Dinas yang bersangkutan 
dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan 

Perjalanan Dinas tersebut. 
 

(7) Format ST sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran 
III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
 
 

Pasal 5 
 

Dalam penerbitan ST, PyB hanya dapat memberikan perintah 

Perjalanan Dinas untuk Perjalanan Dinas dalam wilayah 
jabatannya. 

 
 

Bagian Kedua 

Surat Perjalanan Dinas 
 

Pasal 6 
 

SPD dikeluarkan dan ditandatangani oleh PyB. 

 
 

Pasal 7 

 
(1) Dalam penerbitan SPD harus memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 
a. PyB hanya dapat memberikan perintah Perjalanan 

Dinas untuk Perjalanan Dinas dalam wilayah 

jabatannya; dan 
b. dalam hal Perjalanan Dinas diluar wilayah 

jabatannya, PyB harus memperoleh 

persetujuan/perintah dari atasannya. 
 

(2) Dalam hal pembiayaan Perjalanan Dinas bersumber dari 
dana dekonsentrasi/tugas pembantuan, maka PyB adalah 
pejabat pengguna anggaran/PPK. 
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(3) Dalam hal PyB akan melakukan Perjalanan Dinas, maka 

SPD ditandatangani oleh: 

a. atasan langsungnya sepanjang PyB satu Tempat 
Kedudukan dengan atasan langsungnya; atau 

b. dirinya sendiri dalam hal pejabat tersebut merupakan 

pejabat tertinggi pada Tempat Kedudukan pejabat 
bersangkutan. 

 
(4) Format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

 
 

BAB V 

PERJALANAN DINAS 
 

Pasal 8 

 
Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

digolongkan menjadi: 
a. Perjalanan Dinas dalam Daerah; 
b. Perjalanan Dinas luar Daerah di dalam Provinsi; 

c. Perjalanan Dinas luar Daerah di luar Provinsi; dan 
d. Perjalanan Dinas paket pertemuan (meeting). 

 
 

Pasal 9 

 
Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka: 

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; 
b. mengikuti rapat, seminar, sosialisasi, workshop, 

bimbingan teknis atau sejenisnya; 

c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di 
luar Tempat Kedudukan; 

d. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai ASN atau 
menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang 
ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter 

tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; 
e. memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan 

berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan 

pegawai ASN; 
f. memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan, 

berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat 
cedera pada waktu/karena melakukan tugas; 

g. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3 di luar 

Tempat Kedudukan; 
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h. mengikuti pendidikan dan pelatihan; atau 
i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman 

jenazah Pejabat Negara, pejabat Daerah, ASN, dan Pihak 
Lainyang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan 
Dinas. 

 
 

Pasal 10 
 

(1) Jumlah pendamping pada setiap Perjalanan Dinas yang 

dilakukan oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, atau 
Anggota DPRD untuk tugas alat kelengkapan DPRD, 

didampingi paling banyak 2 (dua) orang pendamping 
dengan paling sedikit mengikutsertakan 1 (satu) orang 
pegawai ASN. 

 
(2) Jumlah pendamping pada setiap Perjalanan Dinas yang 

dilakukan oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, atau 

Anggota DPRD untuk tugas Bimbingan Teknis atau 
kegiatan sejenis didampingi paling banyak 2 (dua) orang 

pendamping dengan paling sedikit mengikutsertakan 1 
(satu) orang pegawai ASN. 
 

(3) Jumlah pendamping pada setiap Perjalanan Dinas yang 
dilakukan oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan 

Anggota DPRD untuk tugas Bimbingan Teknis atau 
kegiatan sejenis yang dilaksanakan secara bersama-sama 
atau secara gabungan didampingi paling banyak sebagai 

berikut: 
a. Ketua DPRD didampingi paling banyak 2 orang 

pendamping dengan paling sedikit mengikutsertakan 1 

(satu) orang pegawai ASN; 
b. Wakil Ketua DPRD didampingi paling banyak 2 orang 

pendamping dengan paling sedikit mengikutsertakan 1 
(satu) orang pegawai ASN; dan 

c. Anggota DPRD didampingi paling banyak 5 (lima) orang 

pendamping dengan paling sedikit mengikutsertakan 2 
(dua) orang pegawai ASN. 

 

(4) Jumlah pendamping pada setiap Perjalanan Dinas yang 
dilakukan oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, atau 

Anggota DPRD untuk reses atau kegiatan pembahasan 
laporan keterangan pertanggungjawaban Pemerintah 
Daerah didampingi paling banyak 5 (lima) orang 

pendamping dengan paling sedikit mengikutsertakan 1 
(satu) orang pegawai ASN. 
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BAB VI 

BIAYA PERJALANAN DINAS 

 
Bagian Kesatu 

Umum 

 
Pasal 11 

 
(1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen sebagai 

berikut: 

a. uang harian; 
b. biaya transportasi; 

c. biaya penginapan; 
d. uang representasi; 
e. biaya sewa kendaraan dalam kota; dan/atau 

f. biaya pemetian dan angkutan jenazah. 
 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya 

perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 
 

Pasal 12 

 
(1) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan sebelum 

Perjalanan Dinas dilaksanakan berupa uang 
muka/panjar. 
 

(2) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, 
biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada     
ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas 

selesai. 
 

 
Paragraf 1 

Uang Harian 

 
Pasal 13 

 

(1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11    
ayat (1) huruf a, terdiri atas: 

a. uang makan; 
b. uang transportasi lokal; dan 
c. uang saku. 

 
(2) Pembayaran uang harian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), mengacu pada jumlah hari yang tercantum 
dalam ST. 
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(3) Pertanggungjawaban uang harian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan 

Perjalanan Dinas. 
 

(4) Uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar 

kantor diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk 
mengikuti kegiatan Paket Fullboard, kegiatan Paket 
Fullday, kegiatan Paket Halfday atau kegiatan Paket 
Residence. 
 

(5) Uang harian dibayarkan secara sekaligus atau 
dipertanggungjawabkan secara Lumpsum dan merupakan 

batas tertinggi  
 

 
Pasal 14 

 

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
diberikan kepada Pelaksana SPD sebagai berikut: 
a. sejumlah hari yang tertera dalam ST dalam rangka 

konsultasi/koordinasi paling lama 3 (tiga) hari; 

b. paling banyak 1 (satu) hari untuk singgah/transit 
menunggu transportasi sambungan, dalam hal tidak ada 
penerbangan langsung dari Tempat Kedudukan menuju ke 

tempat tujuan dan/atau sebaliknya; 
c. paling banyak 10 (sepuluh) hari ditempat Pelaksana SPD 

jatuh sakit/berobat pada saat sedang melakukan 
Perjalanan Dinas; 

d. selama 3 (tiga) hari ditempat penjemputan jenazah dan 

selama 3 (tiga) hari ditempat pemakaman jenazah dalam 
hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di Tempat 

Kedudukan; dan/atau 
e. Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi/koordinasi yang 

dilakukan lebih dari 1 (satu) tempat tujuan dapat 

dilaksanakan melebihi 3 (tiga) hari sesuai dengan ST. 
 
 

Paragraf 2 
Biaya Transportasi 

 
Pasal 15 

 

(1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam      
Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri atas: 
a. satuan biaya tiket pesawat udara/kapal laut 

Perjalanan Dinas; 
b. satuan biaya taksi Perjalanan Dinas keluar Daerah di 

luar Provinsi; 
c. satuan biaya transportasi darat Perjalanan Dinas ke 

luar Daerah di dalam Provinsi; dan/atau 

d. satuan biaya transportasi Perjalanan Dinas dalam 
Daerah. 
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(2) Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD dalam melaksanakan 

Perjalanan Dinas dapat menggunakan transportasi kelas 

Bisnis. 
 
 

Pasal 16 
 

Satuan biaya tiket pesawat/kapal laut Perjalanan Dinas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, 
merupakan satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat 

udara/kapal laut dari bandar udara/pelabuhan 
keberangkatan ke bandar udara/pelabuhan tujuan atau 

sebaliknya, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. 
 
 

Pasal 17 
 

(1) Satuan biaya taksi Perjalanan Dinas ke luar Daerah di 

luar Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15     
ayat (1) huruf b termasuk ke Kabupaten Belitung dan 

Kabupaten Belitung Timur, digunakan untuk menyusun 
perencanaan kebutuhan biaya dan/atau pemberian uang 
muka/panjar biaya untuk perjalanan taksi: 

a. keberangkatan: 
1. dari kantor Tempat Kedudukan asal menuju 

bandar udara, pelabuhan, terminal, atau Stasiun 
untuk keberangkatan ke Tempat Tujuan; dan 

2. dari bandar udara, pelabuhan, terminal, atau 

kedatangan menuju Tempat Tujuan. 
b. kepulangan: 

1. dari Tempat Tujuan menuju bandar udara, 

pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk 
keberangkatan ke Tempat Kedudukan asal; dan 

2. dari bandar udara, pelabuhan, terminal, atau 
stasiun kedatangan menuju kantor Tempat 
Kedudukan asal. 

 
(2) Satuan biaya taksi Perjalanan Dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), untuk biaya transportasi dari 

hotel ke Tempat Tujuan penugasan tidak dibayarkan. 
 

(3) Dalam hal tidak tersedia hotel yang sesuai dengan satuan 
biaya yang seharusnya diperoleh Pelaksana SPD pada 
Tempat Tujuan, maka biaya transportasi dari hotel ke 

Tempat Tujuan penugasan tetap dibayarkan secara at 
cost. 
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(4) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan 

tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari 

bandar udara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya 
transportasi menggunakan satuan biaya transportasi 
darat atau biaya transportasi lainnya. 

 
(5) Keberangkatan dari kantor Tempat Kedudukan asal 

menuju bandar udara, Pelabuhan Pangkal Balam 
dan/atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada       
ayat (1) selain menggunakan taksi, transportasi darat 

atau transportasi lainnya, Pelaksana SPD dapat diberikan 
pengganti bahan bakar minyak dengan batas tertinggi 

sejumlah 25 (dua puluh lima) liter dengan satuan pergi 
pulang, kecuali di luar bandar udara dan Pelabuhan 
Pangkal Balam. 

 
(6) Pertanggungjawaban biaya taksi, transportasi darat, 

transportasi lainnya, atau pengganti bahan bakar minyak 

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dan ayat (5), dilaksanakan berdasarkan bukti 

pengeluaran yang sah atau Biaya Riil. 
 
 

Pasal 18 
 

(1) Satuan biaya transportasi darat Perjalanan Dinas ke luar 
Daerah di dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (1) huruf c, merupakan satuan biaya untuk 

menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi 
darat dari Tempat Kedudukan di Daerah ke Tempat 
Tujuan di ibu kota Provinsi atau kabupaten/kota lain 

dalam Provinsi. 
 

(2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa biaya transportasi darat, biaya transportasi 
lainnya atau biaya pengganti pembelian bahan bakar 

minyak. 
 

(3) Pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilaksanakan berdasarkan bukti pengeluaran 
yang sah atau Biaya Riil. 

 
(4) Perjalanan Dinas ke luar Daerah di dalam Provinsi yang 

dilaksanakan oleh Pelaksana SPD lebih dari 1 (satu) 

Tempat Tujuan dalam 1 (satu) hari, pertanggungjawaban 
biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

merupakan satu kesatuan penugasan Perjalanan Dinas 
yang hanya diberikan sebesar 1 (satu) kali biaya 
transportasi. 
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Pasal 19 

 

(1) Biaya transportasi Perjalanan Dinas dalam Daerah dapat 
diberikan kepada Pelaksana SPD yang besarannya 
ditetapkan dengan keputusan Bupati. 

 
(2) Selain pengganti transportasi, khusus biaya transportasi 

Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Tempat Tujuan pulau 
dalam wilayah Daerah, dapat diberikan biaya sewa 
transportasi dengan kapal/perahu. 

 
(3) Keberangkatan rombongan yang lebih dari 1 (satu) orang, 

pembebanan sewa transport dengan menggunakan 
kapal/perahu dibebankan pada 1 (satu) orang dengan 
memperhatikan kapasitas kapal/perahu. 

 
(4) Pertanggungjawaban biaya sewa transportasi dengan 

kapal/perahu perjalanan dinas dalam Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan 
berdasarkan bukti pengeluaran yang sah atau Biaya Riil. 

 
 

Paragraf 3 

Biaya Penginapan 
 

Pasal 20 
 

(1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (1) huruf c, merupakan satuan biaya yang digunakan 
untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya 
penginapan dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas 

yang diperlukan untuk menginap: 
a. di hotel; atau 

b. di tempat menginap lainnya. 
 

(2) Pertanggungjawaban biaya penginapan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan bukti 
pengeluaran yang sah atau Biaya Riil. 
 

(3) Dalam hal Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya 
penginapan, Pelaksana SPD dapat diberikan biaya 

penginapan secara Lumpsum sebesar 30% (tiga puluh 
persen) dari tarif penginapan di kota Tempat Tujuan. 
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(4) Bagi Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas 

untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan biaya 

penginapan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 
(satu) hari pada saat kepulangan. 
 

(5) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-
sama untuk melaksanakan suatu kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), seluruh Pelaksana SPD dapat 
menginap pada hotel/penginapan yang sama. 
 

(6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang 
sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari 

satuan biaya hotel/penginapan berdasarkan tingkatan 
Pelaksana SPD, maka Pelaksana SPD menggunakan 
fasilitas kamar dengan biaya terendah pada 

hotel/penginapan dimaksud. 
 
 

Paragraf 4 
Uang Representasi 

 
Pasal 21 

 

(1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (1) huruf d, diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat 

Daerah, ASN pejabat pimpinan tinggi selama melakukan 
Perjalanan Dinas. 
 

(2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan 
dalam kedudukannya dalam rangka perjalanan dinas, 

seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan 
secara sekaligus atau Lumpsum. 

 
 

Paragraf 5 

Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota 
 

Pasal 22 
 

(1) Satuan biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, diberikan 
kepada Pejabat Negara yang melaksanakan Perjalanan 
Dinas untuk keperluan tugas di Tempat Tujuan. 

 
(2) Satuan biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), sudah termasuk biaya bahan bakar dan 
pengemudi. 
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(3) Satuan biaya sewa kendaraan adalah kendaraan roda 4 

(empat) dalam satuan biaya ini dengan ketentuan: 
a. untuk kendaraan yang berkapasitas maksimum 7 

(tujuh) seat; dan/atau 

b. dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan 
kapasitas lebih dari 7 (tujuh) seat, dapat diberikan 
setinggi­tingginya 150% (seratus lima puluh persen) 

dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat). 
 

(4) Pertanggungjawaban biaya sewa kendaraan dalam kota 
dilaksanakan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah 
atau Biaya Riil. 

 
 

Paragraf 6 

Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah 
 

Pasal 23 
 

Biaya Pemetian dan Angkutan jenazah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f, meliputi biaya pemetian dan 
angkutan jenazah bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, 

dan Pihak Lain yang meninggal dunia dalam rangka tugas 
kedinasan dan dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran 
yang sah atau Biaya Riil. 

 
 

Bagian Kedua 

Pembiayaan 
 

Pasal 24 
 

(1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran 

Perangkat Daerah yang mengeluarkan SPD. 
 

(2) PyB memberi perintah Perjalanan Dinas agar 
memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan dalam 
anggaran Perangkat Daerah berkenaan. 

 
 

Bagian Ketiga 

Perjalanan Dinas 
Melebihi Jumlah Hari yang Ditetapkan 

 
Pasal 25 

 

(1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah 
hari yang ditetapkan dalam ST/SPD yang bukan 

disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD, 
dapat diberikan tambahan uang harian, biaya 
penginapan, dan uang representasi. 
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(2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, dan uang 

representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dimintakan kepada PPK untuk mendapat persetujuan 
dengan melampirkan dokumen berupa: 
a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari 

Syahbandar/Kepala Bandara/perusahaan jasa 
transportasi lainnya atau surat keterangan 

perpanjangan tugas dari pemberi tugas; dan 
b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari 

Pelaksana SPD. 

 
(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada     

ayat (2), PPK membebankan biaya tambahan uang harian, 
biaya penginapan, dan/atau uang representasi pada 
Perangkat Daerah berkenaan. 

 
(4) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari 

jumlah hari yang ditetapkan dalam ST/SPD, Pelaksana 

SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya 
penginapan, dan uang representasi yang telah 

diterimanya kepada PPK. 
 
 

Bagian Keempat 
Kesesuaian Perjalanan Dinas 

 
Pasal 26 

 

(1) Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas harus 
sesuai dengan tanggal dan Tempat Tujuan dalam ST dan 
SPD, kecuali mendapat tugas lanjutan di Tempat Tujuan 

lain yang harus dibuktikan dengan dokumen SPD Tempat 
Tujuan lanjutan. 

 
(2) Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menginap 

selain dari Tempat Tujuan dalam ST dan SPD, dengan 
mempertimbangkan sebagai berikut: 
a. tidak tersedia hotel/penginapan pada Tempat Tujuan; 

atau 
b. hotel/penginapan lebih dekat dengan bandar udara 

pada hari kepulangan di Tempat Tujuan. 
 

(3) Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berangkat 
lebih awal maupun pulang lebih lama dari tanggal tugas 

dalam ST dan SPD dengan memperhatikan jarak waktu 
maksimal 3 (tiga) hari dari hari keberangkatan maupun 
hari kepulangan dan mendapat persetujuan dari pejabat 

yang mengeluarkan dan menandatangani ST. 
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(4) Jarak waktu maksimal kepulangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal Pelaksana 

SPD mengalami kondisi tertentu diluar kendali seperti 
sakit/kecelakaan/urusan hubungan keluarga sedarah 
dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat ke atas atau 

1 (satu) derajat ke bawah yang secara kebetulan 
meninggal dunia atau mengalami sakit keras yang 

menyebabkan Pelaksana SPD tidak dapat kembali ke 
Tempat Kedudukan sesuai dengan tanggal tugas dalam 
ST dan SPD. 

 
(5) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada  

ayat (3) dan ayat (4) dibayarkan berdasarkan jumlah hari 
dan Tempat Tujuan dalam ST dan SPD. 
 

(6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
diperlukan dalam hal keberangkatan atau kepulangan di 
luar hari kerja. 

 
(7) Dalam hal Pelaksana SPD mengalami kondisi tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melampirkan surat 
berupa: 
a. surat keterangan sakit dari dokter/rumah sakit apabila 

Pelaksana SPD mengalami sakit/kecelakaan; dan/atau 
b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak apabila 

Pelaksana SPD mengalami urusan hubungan keluarga 
sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat 
keatas atau 1 (satu) derajat kebawah yang secara 

kebetulan meninggal dunia atau mengalami sakit 
keras. 

 

 
Pasal 27 

 
(1) Dalam hal melakukan Perjalanan Dinas tidak ada 

penerbangan langsung dari Tempat Kedudukan menuju 

ke Tempat Tujuan, Pelaksana SPD dapat singgah/transit 
dari satu bandar udara ke bandar udara lainnya yang 
sudah memiliki rute penerbangan yang diketahui secara 

umum dengan berpatokan pada bandar udara 
internasional berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, 

dan efektifitas. 
 

(2) Dalam hal singgah/transit sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak terdapat jadwal penerbangan langsung ke 
Tempat Tujuan pada hari yang sama, Pelaksana SPD 

dapat menginap di hotel/penginapan yang terdekat dari 
bandar udara paling lama 1 (satu) hari sambil menunggu 
jadwal penerbangan ke Tempat Tujuan dengan 

melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak 
dari pelaksana SPD. 
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BAB VII 

TATA CARA PELAKSANAAN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS 
 

Pasal 28 

 
(1) PyB hanya dapat menerbitkan SPD untuk Perjalanan 

Dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang 
tersedia pada Perangkat Daerah/pengguna anggaran. 
 

(2) Dalam hal SPD ditandatangani oleh atasan langsung PyB, 
pembiayaan Perjalanan Dinas dapat dibebankan pada 

Perangkat Daerah/PyB tersebut. 
 
 

Pasal 29 
 

(1) Pembayaran biaya Pejalanan Dinas dilakukan dengan 

cara memberikan uang muka/panjar kepada Pelaksana 
SPD oleh Bendahara Pengeluaran. 

 
(2) Pemberian uang muka/panjar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berdasarkan persetujuan pemberian uang 

muka dari PPK dengan melampirkan dokumen sebagai 
berikut: 

a. ST; 
b. SPD; 
c. kuitansi tanda terima uang muka/panjar; dan 

d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas. 
 
 

Pasal 30 
 

(1) Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas wajib 
menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya 
Perjalanan Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 

Perjalanan Dinas dilaksanakan. 
 

(2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen 
berupa: 

a. ST yang sah dari atasan Pelaksana SPD; 
b. SPD yang telah ditandatangani oleh PyB di Tempat 

Kedudukan dan pejabat di tempat pelaksanaan 

Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi 
Tempat Tujuan Perjalanan Dinas; 
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c. tiket pesawat udara/laut/darat(kereta 

api/bus/transportasi darat lainnya sebagai pengganti 

tiket pesawat jika Pelaksana SPD menggunakan moda 
transportasi darat), dan yang dipersyaratkan yang 
namanya sesuai dengan nama yang tertera dalam ST 

dan SPD yang dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; 
d. daftar rincian biaya perjalanan dinas; 

e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan 
roda 4 (empat) dalam kota berupa kuitansi atau bukti 
pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan 

usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan 
kendaraan yang hanya diperuntukkan bagi Pejabat 

Negara; 
f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap  

lainnya; 

g. laporan hasil Perjalanan Dinas dan dilampirkan foto 
kegiatan Perjalanan Dinas; dan 

h. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari 

pelaksana SPD, apabila bukti boarding pass pesawat 
hilang/rusak. 

 
(3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau 

penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, 
pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas jabatan 

dapat menggunakan daftar pengeluaran riil. 
 
 

Pasal 31 
 

(1) Perhitungan besaran jumlah biaya Perjalanan Dinas 
dicatat dalam rincian biaya Perjalanan Dinas. 
 

(2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dicatat dalam rincian 
biaya Perjalanan Dinas dengan membubuhi tanda tangan 
bendahara pengeluaran serta tanda tangan Pelaksana 

SPD yang akan melakukan Perjalanan Dinas sebagai 
tanda terima. 

 
(3) Format rincian biaya Perjalanan Dinas sebagaimana  

dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V 

yang merupakan bagian tidak terpisahka dari Peraturan 
Bupati ini. 
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Pasal 32 

 

(1) Pada SPD dicatat: 
a. tanggal berangkat dari Tempat Kedudukan dan 

ditandatangani oleh PyB/pejabat lain yang ditunjuk 

dengan nama jelas dan jabatan berstempel; 
b. tanggal tiba dan berangkat di/dari Tempat Tujuan dan 

ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang 
didatangi dengan nama jelas dan jabatan berstempel; 
dan 

c. tanggal tiba kembali di Tempat Kedudukan dan 
ditandatangani oleh PyB/pejabat lain yang ditunjuk 

dengan nama jelas dan jabatan berstempel. 
 

(2) Apabila tugas yang diberikan oleh PyB/pejabat lain yang 

ditunjuk lebih dari 1 (satu) Tempat Tujuan yang berbeda, 
maka SPD ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat 
yang didatangi dengan nama jelas dan jabatan 

berstempel. 
 

(3) Apabila Perintah penugasan yang tidak direncanakan 
semula, maka Pelaksana SPD harus melampirkan Surat 
Pernyataan Tanggung jawab mutlak. 

 
 

Pasal 33 
 

Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan SPD, maka tempat 

penulisan yang salah dimaksud dikoreksi dengan membuat 
garis dua/renvoi dan diparaf oleh PPK/PPTK. 

 
 

Pasal 34 

 
(1) PPK melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti 

pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan 

kepada bendahara pengeluaran. 
 

(2) PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran 
atas biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran. 
 

(3) SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba/kembali 
dan tanda tangan oleh PyB/pejabat lain yang ditunjuk 
diserahkan kepada bendahara pengeluaran yang semula 

membayarkan biaya Perjalanan Dinas kepada yang 
bersangkutan untuk selanjutnya digunakan dalam 

penyusunan pertanggungjawaban kepada Perangkat 
Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah. 
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(4) Pada saat penyerahan SPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), diadakan perhitungan kembali dan penyelesaian 

apabila ternyata terdapat kekurangan/kelebihan biaya 
Perjalanan Dinas dari yang telah dibayarkan semula. 

 

 
Pasal 35 

 
Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada 
Pelaksana SPD melebihi atau kurang dari biaya Perjalanan 

Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib 
disetor/dibayarkan dengan ketentuan: 

a. kelebihan biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui 
mekanisme uang persediaan/ganti uang persediaan, 
disetorkan ke rekening bendahara pengeluaran/bendahara 

pengeluaran pembantu; 
b. kelebihan biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui 

pembayaran langsung disetorkan ke rekening kas umum 

Daerah melalui bendahara pengeluaran/bendahara 
pengeluaran pembantu; dan 

c. dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui 
uang persediaan /ganti uang persediaan dan pembayaran 
langsung kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan 

kekurangannya oleh Pelaksana SPD. 
 

 
Pasal 36 

 

(1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan 
Dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada 
dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah 

berkenaan, dengan melampirkan: 
a. surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas 

dari pejabat yang menandatangani ST; 
b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan 

Perjalanan Dinas; dan 

c. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya 
transportasi dari perusahaan jasa transportasi 
dan/atau penginapan yang disahkan oleh pengguna 

anggaran/Kuasa pengguna anggaran. 
 

(2) Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dapat dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran 
Perangkat Daerah yaitu: 

a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya 
penginapan; atau 

b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau 
biaya penginapan yang tidak dapat 
dikembalikan/refund. 
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Pasal 37 

 

(1) PyB bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan 
Bupati ini pada Perangkat Daerah masing-masing. 
 

(2) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, dan Pihak Lain 
yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggung jawab 

sepenuhnya atas kerugian oleh negara sebagai akibat dari 
kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan 
dalam hubungannya dengan Perjalanan Dinas berkenaan. 

 
(3) Pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan 

dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan 
Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam 
pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat 

kerugian oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya 
atas tindakan yang dilakukan. 

 
(4) Dalam hal terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat 

dikenakan tindakan berupa: 
a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan; dan/atau 

b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 
 

BAB VIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal 38 

 

(1) Pejabat penerbit SPD dapat memerintahkan Pihak Lain di 
luar Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan ASN untuk 
melakukan Perjalanan Dinas. 

 
(2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan 
negara/Daerah, disetarakan dengan ASN. 
 

(3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditentukan oleh PPK dengan 
mempertimbangkan aspek kepatutan/tugas yang 

bersangkutan. 
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Pasal 39 

 

(1) Penyetaraan tingkat Perjalanan Dinas untuk Ketua Tim 
Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Daerah 
dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Daerah disetarakan 

dengan ASN pimpinan tinggi pratama. 
 

(2) Perjalanan Dinas istri/suami bagi Bupati/Penjabat 
Bupati/Pelaksana Tugas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan 
DPRD atau Sekretaris Daerah/Penjabat Sekretaris 

Daerah/Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah yang 
melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka memenuhi 

undangan mendampingi istri/suami Bupati/Penjabat 
Bupati/Pelaksana Tugas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan 
DPRD atau Sekretaris Daerah/Penjabat Sekretaris 

Daerah/Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, diatur 
sebagai berikut: 
a. biaya dan fasilitas transport disetarakan dengan biaya 

dan fasilitas transport istri/suami Bupati/Penjabat 
Bupati/Pelaksana Tugas Bupati, Wakil Bupati, 

Pimpinan DPRD atau Sekretaris Daerah/Penjabat 
Sekretaris Daerah/Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah; 
dan 

b. tidak diberikan biaya penginapan. 
 

(3) Perjalanan Dinas untuk ajudan Bupati/Penjabat 
Bupati/Pelaksana Tugas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan 
DPRD atau Sekretaris Daerah/Penjabat Sekretaris 

Daerah/Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, diatur 
sebagai berikut: 
a. ajudan yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam 

rangka mendampingi Bupati/Penjabat 
Bupati/Pelaksana Tugas Bupati, Wakil Bupati, 

Pimpinan DPRD atau Sekretaris Daerah/Penjabat 
Sekretaris Daerah/Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah 
dapat diberikan biaya penginapan dengan tarif 

hotel/penginapan terendah pada hotel/penginapan 
yang sama dengan Bupati/Penjabat Bupati/Pelaksana 
Tugas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD atau 

Sekretaris Daerah/Penjabat Sekretaris Daerah/ 
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah dan dibayarkan 

sesuai dengan Biaya Riil; dan 
b. ajudan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang 

melaksanakan Perjalanan Dinas tidak dalam rangka 

mendampingi Bupati/Penjabat Bupati/Pelaksana Tugas 
Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD atau Sekretaris 

Daerah/Penjabat Sekretaris Daerah/Pelaksana Tugas 
Sekretaris Daerah diberikan biaya perjalanan dinas 
yang disetarakan dengan ASN jabatan pengawas ke 

bawah. 
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BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 40 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Bangka Tengah Nomor 45 Tahun 2024 tentang 

Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat 
Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara 
(Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 

Nomor 1439), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

 
Pasal 41 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah. 
 
 

Ditetapkan di Koba 
pada tanggal  20 Agustus  2025 

 
BUPATI BANGKA TENGAH, 

 

 
ttd/dto 

 

ALGAFRY RAHMAN 
 

 
 

Diundangkan di Koba 

pada tanggal  20 Agustus  2025 
 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANGKA TENGAH, 
 

 
ttd/dto 
 

 
AHMAD SYARIFULLAH NIZAM 

 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 

1473 
 


